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BAB V  

PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan pengamatan yang telah dillakukan maka penulils dapat 

menyilmpulkan bahwa : 

1. Pertumbuhan ekonomil dil Provi lnsil Nusa Tenggara Barat berkembang 

dengan pesat dan selailn iltu juga banyak di lpengaruhi l oleh berbagai l 

kebiljakan yang dilkeluarkan oleh pemerilntah. Kebiljakan yang dilkeluarkan 

termasuk dilbildang pengupahan, kebiljakan tentang perlilndungan 

pengupahan untuk perlilndungan pekerja dilsektor usaha mi lkro dan usaha 

kecill. Bentuk perli lndungan bagil pekerja usaha kecill mi lkro telah dilatur 

dalam bentuk kebiljakan pengupahan sebagailmana yang ada dildalam 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 

ayat (2) : untuk mewujudkan penghasillan yang memenuhil penghildupan 

yang layak bagil kemanusilaan. Bentuk kebiljakan pengupahan tersebut 

adalah penetapan upah milnilmum. Upah milnilmum merupakan salah satu 

bentuk perlilndungan tenaga kerja bildang pengupahan bagil pekerja/buruh 

yang penerapannya dilkecualilkan bagil sektor usaha milkro dan usaha keci ll 

seuail dengan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerilntah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan.  

2. Kebiljakan Pemeri lntah Provilnsil Nusa Tenggara Barat mengenail 

pengupahan bagil pekerja usaha keci ll milkro adalah hilmbauan bagi l 
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masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk berbelanja dil warung dekat rumah 

atau pasar tradilsilonal. Karena dengan tujuan untuk menghildupkan 

perekonomilan berbasils kerakyatan. Silstem ekonomil kerakyatan adalah 

silstem yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi l, pertama-tama 

secara mi lkro (per kepala keluarga) hilngga masuk skala nasi lonal. 

B. SARAN  

Berdasarkan kenyataan yang sudah dilurailkan dilatas, maka saran yang 

dapat penulils sampailkan adalah sebagail berilkut: 

1. Dalam hal ilnil, Pemerilntah Provilnsil Nusa Tenggara Barat perlu 

melakukan pembilnaan dan moniltorilng antara kebi ljakan umum, 

pelaksanaan, serta teknils dalam menerapkan Undang-undang maupun 

peraturan lailn terkailt pengupahan.  

2. Perusahaan milkro dan perusahaan kecill juga dalam pelaksanaan 

operasilonal usaha tetap mempertilmbangkan dan melaksanakan 

regulasil atau aturan yang dilbuat oleh pemerilntah. Bagai lmanapun juga 

aturan yang dilbuat oleh pemerilntah mempertilmbangkan berbagai l 

aspek yang tildak memberatkan atau merugilkan pilhak pengusaha dan 

pekerja/buruh. 
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